Y

[

-~

Menimbang

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dengan telah diresmikannya Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagai
implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
maka terjadi perubahan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 pada beberapa SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

bahwa untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan dengan adanya perubahan
alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2009 pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



17.

18.

19,

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas;
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanga Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 98);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah
Rp. 483.136.879.700,00 (empat ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp. 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 483.536.879.700,00 (empat ratus delapan puluh

tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 340.586.203.941,40
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 340.586.203.941,40
2. BELANJA
a. Semula Rp. 483.136.879.700,00
b. Bertambah Rp. 400.000.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 483.536.879.700,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (142.950.675.758,60)

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan

1.Semula Rp. 165.550.675.758,60
2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 165.550.675.758,60

b. Pengeluaran

1.Semula Rp. 23.000.000.000,00

2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 23.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 142.550.675.758,60

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran setelah Perubahan Rp. (400.000.000,00)



Pasal I1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 April 2009

PATI BELITUNG TIMUR,

EFENDI

f’,.\

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

— T,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 127
Gl



